
Mengingat: 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
4~; . . 

.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ~- 
Republik Indonesia Nomor 5679); ~,i 

BUPATI CILACAP, 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat 
menindaklanjuti pengadaan yang dibiayai APBD dengan 
peraturan daerah/peraturan kepala daerah. 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nornor 
07 /PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa 
Konstruksi Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa Peraturan 
Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam 
menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui 
Penyedia. · 

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, serta dalam rangka mewujudkan 
pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel, memenuhi tata nilai 
pengadaan, kompetitif serta mempunyai peran penting bagi 
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan 
berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan 
pengembangan perekonomian di daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Dokumen 
Pemilihan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Dokumen Pemilihan 
pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di 
Kabupaten Cilacap; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN 
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN CILACAP 

TENT ANG 

BUPATI CILACAP 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN· BUPATI CILACAP 
NOMOR fl 9] TAHUN 2019 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 
Pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Perangkat Daerah. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran, pada Pelaksanaan APBD selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DOKUMEN 
PEMILIHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN 
KONSTRUKSI DI KABUPATEN CILACAP. 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 134); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159); 



10.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang menyediakan barang/pekerjaan · konstruksi/jasa 
konsultansi/ barang. 

11.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

12.Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan 
untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bemilai 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah). 

13.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam keadaan tertentu. 

14.Tender pekerjaan konstruksi adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai di atas 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

15.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat 
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam 
pemilihan penyedia. 

16.Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang 
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan 
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi 
pekerjaan. 

17.Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para 
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban 
yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat 
dipenuhi. 

18.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 

19.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat 
UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang 
menjadi pusat layanan pengadaan barang/jasa. 

20.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan 
UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 

21. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat 
fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan 
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E- purchasing. 

22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi. 

23. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam 
melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk 
menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan 
datang. 

24.Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang 
bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan 
secara ekonomis tidak hanya untuk Pemerintah Kabupaten 
Cilacap / perangkat daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk 
masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. 



25.Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

26.Harga Evaluasi Akhir, yang selanjutnya disingkat HEA adalah 
merupakan penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga 
penawaran dalam proses pengadaan dimana unsur preferensi harga 
telah diperhitungkan berdasarkan capaian Tingkat Kandungan 
Dalam Negeri dan status perusahaan. 

27.Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah 
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK 
dengan Penyedia. 

28. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah kontrak 
yang merupakan gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

29.Kontrak Lumpsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan 
dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, 
dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, 
berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada 
tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. 

30.Kontrak Harga Satuan adalah kontrak dengan harga satuan yang 
tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan 
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam 
batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas 
pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak 
ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama 
atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan 
setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 

31.Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan 
tertulis . yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, . dan 
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia di bidang lembaga 
pembiayaan ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi 
Umum/ konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan 
Penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

32. Sanksi Daftar Hi tam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan 
barang/jasa di seluruh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam jangka 
waktu tertentu. 

33. Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi 
yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi 
sejenis. 

34.Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

35.Kerartgka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah 
uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar 
belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah 
tenaga yang diperlukan. 

36.Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah 
perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek 
konstruksi. 

37.Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat 
RMPK adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan 
dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. 



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi ; 
(l)Standar dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 

yang pembiayaannya bersumber dari APBD dengan metode pemilihan 
penyedia melalui pengadaan langsung. 

(2) Standar dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang pembiayaannya bersumber dari APBD dengan metode pemilihan 
penyedia melalui penunjukan langsung. 

Pasal 3 

BAB ill 
RUANG LINGKUP 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati llll adalah untuk 
memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan 
pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang 
baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

38.Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang 
dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, 
dan mengendalikan risiko. 

39. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan yang meliputi 
kegiatan keteknikan dalam mewujudkan Pekerjaan Konstruksi yang 
aman dan handal serta menjaga keselamatan pekerja dan 
lingkungan. 

40.Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat K3 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan 
dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat kerja. 

41. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya 
disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan 
Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, 
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan 
Konstruksi. 

42.Rencana Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat RKK 
adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMKK dan 
merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu 
Pekerjaan Konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui oleh 
pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana 
interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa dalam 
penyelenggaraan konstruksi. 

43. Post Bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, 
dan/ atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan 
dalam Dokumen Pemilihan dan/ atau substansi dokumen 
penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen. 

44. Penawaran Harga Secara Berulang yang selanjutnya disebut E­ 
reverse Auction adalah metode penyampaian penawaran harga secara 
berulang pada tender. 



Penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara 
elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. 

Pasal 8 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Nilai HPS sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi 
dengan kualifikasi usaha kecil. 

(2) Nilai HPS di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 
disyaratkan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan 
kualifikasiusaha menengah. · 

(3) Nilai HPS di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 
disyaratkan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan 
kualifikasi usaha besar. 

Pasal 7 

BABV 
PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI 

Standar Dokumen Pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang bersumber dari APBD dengan metode pemilihan penyedia melalui 
tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran III A dan Lampiran III B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Standar dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang bersumber dari APBD dengan metode pemilihan penyedia melalui 
penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Standar dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang pembiayaannya bersumber dari APBD dengan metode pemilihan 
penyedia melalui pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

BAB IV 
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN 

(3) Standar dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang pembiayaannya bersumber dari APBD dengan metode pemilihan 
penyedia melalui tender. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR[j' 9 ] 

Ditetapkan pi Cilacap 
pada tanggalffS NOV 2019 • 

ARTOPAMUJI 

Ditetapkan pi Cilacap 
pada tanggalff8 NOV 201g . 

~ BUPA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Cilacap. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pengadaan 
pekerjaan konstruksi yang belum selesai dilaksanakan, tetap 
dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 10 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Standar dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku untuk pengadaan 
pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN 
sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

 


